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ABSTRACT 

Technological advances have had a significant impact on various aspects of 

life, including law and public administration. One important aspect is the 

implementation of taxation, which is a strategic strategy with high economic 

value and is considered an important object in economic activities. The 

Indonesian government has implemented an Electronic Tax Service (HT-el) 

system to improve efficiency, transparency, and accountability in tax 

administration. HT-el covers various tax-related processes, such as tax 

collection, creditor changes, and tax collection audits, which can be carried 
out electronically through an online platform. Digitalization offers many 

benefits, such as faster processing times, increased efficiency, and reduced 

long-term interconnections that prevent corruption. However, the 

implementation of HT-el also presents challenges that cannot be ignored. 

These include technological infrastructure, human resource management, and 

electronic data knowledge. The implementation of HT-el requires 

comprehensive legal services, including electronic document handling, 

personal data protection, and legal compliance for affected parties. One of the 

challenges faced in the implementation of HT-el is the relationship between 

creditors and debtors, which can be affected by differences in data in the 

electronic tax system. Debtors may believe that digital data is incompatible 

with the old tax system, thus creating the risk of inaccurate data input or lack 

of clear communication mechanisms. The implementation of HT-el also 

involves exploring various aspects of technology in the process, analyzing its 

impact on taxation, and providing recommendations for developing a better 

system during the data collection period. This study aims to contribute to 

understanding the digitalization of the tax law system and addressing the 

various challenges faced in its implementation. 

 

Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek 

kehidupan, termasuk hukum dan administrasi publik. Salah satu aspek penting 

adalah penyelenggaraan perpajakan yang merupakan strategi strategis yang 

bernilai ekonomi tinggi dan dianggap sebagai objek penting dalam kegiatan 

perekonomian. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Layanan Pajak 

Elektronik (HT-el) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. HT-el mencakup berbagai proses 

terkait perpajakan, seperti pemungutan pajak, perubahan kreditur, dan 

pemeriksaan pemungutan pajak, yang dapat dilakukan secara elektronik 

melalui platform online. Digitalisasi menawarkan banyak manfaat, seperti 

waktu pemrosesan yang lebih cepat, peningkatan efisiensi, dan pengurangan 

interkoneksi jangka panjang yang mencegah korupsi. Namun penerapan HT-el 

juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Ini termasuk 
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infrastruktur teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan pengetahuan 

data elektronik. Penerapan HT-el memerlukan layanan hukum yang 

komprehensif, termasuk penanganan dokumen elektronik, perlindungan data 

pribadi, dan kepatuhan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak. Salah 

satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan HT-el adalah hubungan antara 

kreditur dan debitur, yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan data dalam sistem 

perpajakan elektronik. Debitur mungkin percaya bahwa data digital tidak 

sesuai dengan sistem perpajakan lama, sehingga menimbulkan risiko input data 

yang tidak akurat atau kurangnya mekanisme komunikasi yang jelas. 

Penerapan HT-el juga melibatkan eksplorasi berbagai aspek teknologi dalam 

prosesnya, analisis dampaknya terhadap perpajakan, dan memberikan 

rekomendasi pengembangan sistem yang lebih baik selama periode 

pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam 

memahami digitalisasi sistem hukum perpajakan dan menjawab berbagai 

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. 

 
Kata Kunci: Hak Tanggungan, Tanggungan Elektronik, Sertipikat Tanah. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk pada sektor hukum dan administrasi publik. Salah satu 

bidang yang mendapatkan perhatian khusus adalah administrasi pertanahan, mengingat 

tanah merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering menjadi 

objek jaminan dalam kegiatan ekonomi. Untuk menjawab tantangan era digital, 

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) meluncurkan sistem Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-

el) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Inisiatif ini 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan 

hak tanggungan yang sebelumnya dilakukan secara manual. 

Hak tanggungan sendiri memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada kreditur yang memberikan pinjaman kepada debitur, dengan tanah 

sebagai objek jaminannya. Melalui hak tanggungan, kreditur memiliki hak prioritas 

untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan objek tanah jika debitur gagal 

memenuhi kewajibannya. Dalam sistem tradisional, proses pendaftaran, perubahan, dan 

penghapusan hak tanggungan dilakukan secara manual, melibatkan berbagai pihak, 

termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kantor pertanahan setempat. Proses 

ini sering dianggap lamban, memakan biaya tinggi, dan kurang transparan, sehingga 

menciptakan celah untuk penyimpangan. 

Dengan diadopsinya sistem HT-el, berbagai proses terkait hak tanggungan, seperti 

pendaftaran hak tanggungan, perubahan kreditor, hingga pencoretan hak tanggungan, 

dapat dilakukan secara elektronik melalui platform daring. Digitalisasi ini menawarkan 

berbagai manfaat, termasuk percepatan proses, efisiensi biaya, dan pengurangan 
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interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Selain itu, data yang 

tercatat secara digital memungkinkan akses yang lebih mudah bagi para pihak yang 

berkepentingan, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi administrasi 

pertanahan. 

Namun, pelaksanaan HT-el juga menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak 

bisa diabaikan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, 

kemampuan sumber daya manusia, dan keamanan data elektronik. Selain itu, 

implementasi HT-el juga memerlukan penyesuaian hukum yang komprehensif, 

khususnya terkait keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, dan 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Perubahan ini juga membutuhkan 

adaptasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga budaya kerja dari para pihak 

terkait, seperti kreditur, debitur, notaris/PPAT, dan aparatur pertanahan. 

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian adalah sengketa antara kreditur 

dan debitur yang terjadi akibat perbedaan data di sertipikat tanah elektronik yang 

didaftarkan melalui HT-el. Dalam kasus ini, debitur mengklaim bahwa data yang 

tercatat pada sertipikat digital tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang mengakibatkan 

sengketa hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sistem elektronik bertujuan 

untuk meningkatkan kepastian hukum, terdapat risiko kesalahan input data atau 

kesalahpahaman yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. 

Contoh lain terjadi dalam kasus implementasi awal HT-el, di mana beberapa 

daerah mengalami kendala teknis, seperti gangguan sistem atau keterbatasan akses 

internet, sehingga proses pengajuan hak tanggungan terhambat. Hal ini menunjukkan 

pentingnya kesiapan infrastruktur dan pelatihan teknis bagi para pengguna untuk 

memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pelaksanaan hak 

tanggungan secara elektronik dengan jaminan sertipikat tanah dalam berbagai dimensi, 

baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial. Selain itu, penelitian ini akan 

mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan HT-el, menganalisis 

dampaknya terhadap kepastian hukum, serta memberikan rekomendasi untuk 

pengembangan sistem yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami peran digitalisasi 

dalam sistem hukum pertanahan dan menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam 

implementasinya. 

 

B. METODE 

Karya tulis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan 

yuridis digunakan untuk menganalisisi peraturan perundang-undangan terkait 

pelaksanaan Hak Tanggungan secara elektronik, khususnya Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Pendekatan empiris dilakukan dengan menggali data 
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langsung di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi pelaksanaan 

Hak Tanggungan secara elektronik dengan jaminan sertipikat tanah berdasarkan data 

yang diperoleh, lalu menganalisisnya untuk menemukan solusi atas kendala yang 

dihadapi. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang melalui observasi baik 

dari notaris, pejabat atr/bpn, dan perbangkan. Ditambah juga data sekunder yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangangan baik UU Hak Tanggungan, Peraturan 

Manteri ATR/BPN, terdapat juga dokumen, jurnal, artikel dan buku terkait hak 

tanggungan digitalisasi layanan publik. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Pelaksanaan Hak Tanggungan Secara Elektronik 
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pelayanan Hak Tanggungan Terintergrasi Secara Elektronik 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak 

Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik merupakan dasar hukum pelaksanaan 

Hak Tanggungan secara elektronik. Beberaa ketentuan utama dalam peraturan ini 

terdapat pada beberapa pasal dibawah ini: 

a. Pasal 2 Ayat (1): Layanan Hak Tanggungan dilakukan melalui sistem elektronik 

yang disediakan oleh Kementrian ATR/BPN; 

b. Pasal 4: Proses pendaftaran meliputi pengajuan permohonan, verfikasi data, 

penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (e-SHT), dan pencatatan 

penghapusan Hak Tanggungan; 

c. Pasal 10: Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik yang diterbitkan melalui sistem 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat fisik; 

d. Pasal 16-17: Sistem elektronik ini harus menjamin keamanan data dan 

trasparansi layanan. 

Dari sekian peraturan diatas hal ini dimaksudkan untuk mendukung proses 

digitalisasi layanan pertanahan dan mempermudah akses bagi masyarakat serta 

lembaga keuangan dalam Hak Tanggungan. 

Pada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik maka yang perlu kita 

ketahui bahwasannya terdapat beberapa tahap yang perlu dilewati agar pinjaman 

dapat dikeluarkan kepada debitur, prosedurnya diataranya melakukan upaya 

registrasi dimana pihak-pihak tertentu baik Notaris/PPAT, bank, atau lembaga 

keuangan harus terlebih dahulu mendaftar sebagai pengguna sistem melalui platform 

yang disediakan oleh ATR/BPN, Kedua, pengajuan pemohonan pihak debitur 

memasukan data lengkap, termasuk sertipikat tanah yang dijadikan jaminan, identitas 

kreditur dan debitur, serta perjanjian urang piutang, Ketiga, adanya pelaksanaan 
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Verifikasi Data terlihat dari sistem akan secara otomatis memeriksan keabsahan data 

sertpikat tanah melalui integrasi dengan basis data pertanahan nasional, Keempat, 

setelah dilihat data objek jaminan valid maka, sistem akan mengeluarkan e-SHT dan 

dapat diakses oleh kreditur melalui akun resmi di sistem elektronik guna memantau 

objek jaminanan, dan Terakhir Segala Perbahan dan Pengahpusan Hak Tanggungan 

akan secara oromaris, tercatat termasuk penghapusan setelah pelunasan utang, juga 

dilakukan melalui sistem elektronik. 

Berdasarkan refrensi dan berita yang tercantum pada media berita elektronik 

maupun artikel terkait dengan hukum hak tanggungan dan perbangkan maka masih 

banyak yang menerangkan bahwa implementasi sistem ini membawa manfaat besar, 

namun juga menghadapi berbagai kendala. Kendala pada proses pelaksanaannya 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

a. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas: 

Masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet stabil, sehingga 

implemetasi sistem belum dapat merata dan secara pelaksanaan layanan ini 

cenderung lebih efektif di daerah perkotaan dibandingkan daeraha terpencil; 

b. Kurangnya Pemahaman Pengguna: 

Banyak notaris/PPAT, debitur, dan bahkan perugas BPN yang belum 

sepenuhnya memahami prosedur penggunaan sistem elektronik. Hal ini 

memperlambat proses pendaftaran. 

c. Keraguan Terhadap keabsahan Dokumen Elektonik: 

Meskipun telah diatur dalam Pasal 10, namun masih banyak pihak yang 

meragukan keabsahan kekuatan hukum dari e-SHT, terutama terkait 

penggunaanya dalam proses lelang eksekusi. 

d. Isu Keamanan Data 

Masih banyak masyarkaat yang takut akan kebocoran dara atau serangan 

siber yang masih menjadi perhatian di negara Indonesia. Terlebih sistem 

elektronik ini harus dilengkapi dengan teknologi keamana data yang andal. 

Berdasarkan kendala sistem yang timbul dikarenakan pemberlakuan sistem 

elektronik pada proses jaminan Hak Tanggunan tentu pada transisi penggantian 

metode konvensional yang selama ini mengadalkan proses manual, namun 

disamping sisi juga sistem ini memliki tujuan dimana memberikan kemudahan, 

tranparansi, dan keamanan dalam pengelolaan hak tanggungan. Pendaftaran hak 

tanggungan secara elektronik menawarkan berbagai keuntungan yang tidak hanya 

mempermudah proses administrasi, tetapi juga mendukung percepatan transformasi 

digita di sektor layanan publik dan keunganan. 
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Pada pelaksanaan sistem elektronik ini selain tentu terdapatnya suatu kendala 

yang dialami oleh para pihak dan masyarakat tentunya, terdapat analogi yang 

diperoleh dengan keberhasilan Implementasi sistem Elektronik di lapangan seperti 

halnya: 

a. Efisensi Prses Administrasi: 

Pendaftaran dan penerbitan e-SHT kini hanya memerlukan waktu singkat, 

bebrbeda dengan sistem manual yang memakan waktu berminggu-minggu dan 

Sistem ini menhilangkan proses pencetakan dokumen fisik dan pengiriman 

secara manual; 

b. Transparansi dan keamanan 

Setiap proses pendaftaran dapat ditelusuri secara real-time dan sertipikat 

Hak Tanggungan Elektronik diakui kebasahannya secara hukum sebgaiman 

dianytakan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020; 

c. Pengurangan Risiko Kehilangan Dokumen Fisik: 

Sistem ini memastikan semua dokumen disimpan secara digital, sehingga 

meminimalkan risko kerusakan atau kehilangan dokumen. 

Berdasrkan keterangan diatas maka telah secara rinci adanya keuntungan dan 

kendala yang perlu dihadapi pada proses pelaksanaan, secara peraturan yang berlaku 

di Indonesia, dimana Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 telah 

memenuhi kebutuhan era digitalisasi dalam memberikan layanan yang cepat, 

transparan, dan efisien. Namun, peraturan ini masih memiliki celah, terutama 

menjamin perlindungan data pengguna dan memastikan kesetraan akses di seluruh 

Indonesia. Untuk menjamin keabsahan dokumen eletronik (e-SHT) telah diakui 

berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), meskipun demikian diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara regulasi Hak 

Tanggungan elektronik dengan hukum pertanahan, perbangkan, dan lelang. 

Implementasi pendaftaran hak tanggungan sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas tentu terdapat berbagai kendala, baik teknis, regulasi, maupun kesiapan 

sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut: 

a. Kendala Infrastruktur Teknologi 

Menyediakan infrastruktur teknologi infomrasi di seluruh wilayah, terutama, 

di daerah terpencil, melalui kerja sama dengan penyedia layan internet dan 

menyediakan fasilitas pusat layanan atau kiso elektronik di wilayah dengan 

keterbatasan akses internet. 

b. Kesiapan Sumber Daya Manusia 
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Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), Lembaga keuangan, dan masyarakat yang berkepentingan, menyediakan 

panduan atau tutorial berbasis video dan dokumen digital yang mudah diakses, 

membentuk tim bantuan teknis atau hotline khusus untuk memberikan 

pendampingan kepada pengguna. 

c. Kurangnya Sosialisasi 

Mengitensifkan program sosialisasi melaui seminar, lokakarya, dan media 

komunikasi baik TV, Radio, media sosial denga melibatkan asosiasi profesi, 

seperti notaris dan lembaga pembiayaan, untuk menyebarkan infomrasi secara 

lebih luas 

d. Tantangan Regulasi 

Menyempurnakan regulasi terkait pendaftaran hak tanggunan untuk 

mendukung proses digitalisasi, seperti pengesahan tanda tangan elektronik dan 

pengakuan dokumen digital alat bukti hukum dengan melibatkan stakeholder 

terkait dalam proses harmonisasi praturan untuk memastikan kelancaran 

implementasi. 

e. Keamanan Data 

Meningkatkan sistem keamanan siber dengan mengadopsi teknologi 

enkripsi, firewall, dan pengelolaan akses berbasi otorisasi dan memberikan 

edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data, seperti 

sansi atau kredensial login. 

f. Perubahan Kebiasaan dan Budaya Kerja 

Melibatkan pengguna sejak tahap awal implemetasi untuk menciptakan rasa 

memiliki terhadap sistem baru dan menciptakan pendakatan bertahap (hybrid 

system) dengan mengitegrasikan metode konvensional dan elektronik untuk 

masa transisi. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur, Debitur, dan Pihak terkait dalam 
Pelaksanaan Hak Tanggungan Secara Elektronik 

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan Hak Tanggungan secara elektronik 

mengacu pada bebera peraturan perundang-undangan, baik pada Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, menjamin bahwa Hak Tanggungan memberikan hak 

preferensi kepada kreditur untk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu dari 

hasil eksekusi objek jaminan (Pasal 6 dan Pasal 20) 

Terdapat Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 juga mengatur tata cara 

pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (e-SHT), serta 

menjamin keabsahannya sebagai dokumen hukum yang sah, terdapat juga Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
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ITE) dimana menerangakan bahwa terdapat penjaminan yang sah sesuai denga 

hukum dimana menjamin keabsahan dokumen elektronik, termasuk Sertipikat Hak 

Tanggungan Elektronik, sebagai alat bukti hukum yang sah(Pasal 5) 

Perlindugan hukum kreditur sebagaimana penerima Hak Tanggungan memiliki 

kepentingan untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Hak 

Tanggungan. Beberapa bentuk perilindungan hukum bagi kreditur meliputi: 

a. Kebasahan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik 

Sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, e-SHT 

memiliki kekuatan hukum yang saman dengan sertipikat fisik. Hal ini 

memberikan kepastian kepada kreditur bahwa mereka memiliki bukti 

kepemilikan Hak Tanggugan yang sah. 

b. Hak Preferensi  

Kreditur dengan Hak Tanggungan memiliki hak utama atas hasil eksekusi 

jaminan jika debitur gagal melunasi utang. Ini dijamin dalam Pasal 6 UU Hak 

Tanggungan 

c. Hak Eksekutorial 

Kreditur dapa mengeksekusi objek Hak Tanggungan tanpa memerlukan 

putusan pengadilan, sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 20 UU Hak 

tanggungan. Dalam sistem elektronik, dokumen e-SHT tetap sah digunakan 

dalam proses eksekusi. 

d. Keamanan Data Kreditur 

Sistem elektronik wajib menjamin kerahasiaan data kreditur, sebagaiman 

diatur dalam Pasal 16-17 Peratauran Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 

Debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum agar tidak dirugikan selama proses pelaksanaan Hak 

Tanggungan secara elektronik. Perlindungan hukum bagi debitur meliputi: 

a. Pengakuan Hak atas Objek Jaminan 

Sistem elektronik memverifikasi keabsahan sertipikat tanah yang menjadi 

jaminan, sehingga debitur terlindungi dari risiko sengketa kepemilikan tanah. 

b. Kepastian Hukum dalam Penghapusan Hak Tanggunan: 

Pasal 4 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 mengatur bahwa 

penghapusan Hak Tanggungan dilakukan melalui sistem elektronik setelah utang 

dilunasi. Hal ini melindungi debitur agar tanah yang dijaminkan dapat kembali 

sepenuhnya menjadi miliknya. 

c. Transparansi Proses: 

https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11377
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Proses pelaksanaan Hak Tanggungan dapat dilacak secara transparan 

melalui sistem elektronik, sehingga debitur dapat memastikan tidak ada 

penyalahgunaan objek jaminan. 

d. Pengamanan Data Pribadi 

Debitur memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang dimasukkan 

dalam sistem elektronik sesuai UU ITE dan peraturan perlindungan data lainnya. 

Perlindungan Notaris/PPAT: 

a. Keabsahan Akta yang Dibuat: 

Notaris/PPAT yang mengajukan pendaftaran Hak Tanggungan elektronik 

dilindungi oleh peraturan terkait pelaksanaan tugasnya. Akta yang dibuat 

memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen pendukung dalam pendaftaran Hak 

Tanggungan elektronik. 

b. Penyederhanaan Prosedur: 

Sistem elektronik mengurangi risiko dokumen fisik hilang atau rusak, 

sehingga melindungi tanggung jawab Notaris/PPAT dalam proses pendaftaran. 

 

D. SIMPULAN 

Kesimpulan dari pembahasan diatas, maka Implementasi pelaksanaan Hak 

Tanggungan secara elektronik telah memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi dan 

transparansi layanan. Namun, masih terdapat kendala teknis, hukum, dan sosial yang 

perlu diselesaikan agar sistem ini dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan sistem ini dapat 

mendukung digitalisasi layanan pertanahan secara menyeluruh dan Pelaksanaan Hak 

Tanggungan secara elektronik merupakan langkah maju dalam pelayanan publik di 

bidang pertanahan. Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses 

administrasi, tetapi juga meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur, debitur, dan 

pihak terkait. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan regulasi 

yang kuat, pengelolaan sistem yang andal, serta kolaborasi antara pemerintah, pihak 

swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada. 
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